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PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! JEPARA

bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan
memperiancar terselenggaranya pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan di Desa secara berdayaguna dan
berhasilguna, dipandang peru untuk memberikan Dana
Perimbangan kepada Desa ;

bahwa untuk maksud tersebut hurul a dipandang perlu mengatur
Parimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa
dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomeor : 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Dasrah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1887 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara 3685)yang teiah dirubah dengan
Undang undang MNomer 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048) ;

Undang-undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 80 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3B48) :

Peraturan Pemerintah Nomeor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran MNegara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;



. Peraturan Pemerintsh Momer 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
{Lembaran MNegara Tzhun 2000 Memer 202, Tambahan
Lembaran MNagara iNomor 4022} ;

. Peraturan Menteri Dalam MNegerl Nomor 4 Tahun 1929 tentang

Fencabutan Beberapa Peraturan Menteti Dalam Negeri,
Kepautusan Menteri Dalam MNagari dan Instruksi Menteri Dalam
Megeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Momor 5 Tahun
1878 tentang Pemerintahan Desa ;

. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 63 Tahun 1589 tentang

Petunjuk Pelaksansan dan Penyesualan Peristilahan Dalam
Panyalenggaraan Pemerintahan Desa dan Kejurahan ;

. Keputusan Menteri Dalam Megarl nomor 84 Tahun 1888 tentang

Pedoman Umum pengaturan Mengengal Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
DAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Paraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

~m

Daerah adaleh Dasrah Kabupaten Jepara ;

2. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3
4. Dese adalah Kesatuan masysrakat hukum yang memiiild

Bupati adalah Bupati Jepare :

kewenangan untuk mengatur dan  mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah ;

Pemerintahan Desa adalah Kegistan Pemerintahan yang
dilaksanakan cieh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
Femarintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa :

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya dissbut BPD adalah
Badan Perwsakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di Desa yanp berfungsi mengayomi adat istiadat,
rnembuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat  serta  melakukan  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa;

Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa,
pendapatan yang berasal darl pemberian Pemerintah, Pemerintah
Fropinsi dan Pemerintah Daersh serta lain-lain pendapatan yang
sah dan tidak mengikat ;



9. Dana Perimbangan Desa adalah Dana pemberian Pemerintsh
Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dar bagian
penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tertentu dan bagian dari
dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima
oleh Daerah ;

10.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran wajib
yeng dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah
tanpa Imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayal penyalenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan dasrah !

11.Retribusl Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepantingan orang pribadi atau badan

12.0ana Perimbangan Kabupaten adalah dana yang bersumber darl
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah
dalam rangaka pelaksanaan desentralisasi.

BAE il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Dana Perimbangan Desa adalah :
8. Sebagal upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
b. Sebagal upaya untuk menggalakkan partisipasi saluruh potensi
swadaya  masyarakat dalam usaha  meningkatkan
kesejahteraan.

{2) Tujuan diberikannya Dana Perimbangan Desa adalah :

a. Terwujudnya kelancaran pelaksanzan tugas  pamarintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang berdayaguna
dan berhasliguna ;

b. Terwujudnya peningkatan kesejahieraan masyarakat atas dasar
dukungan saluruh petensi swadaya masyarakat.

BAB I
SUMBER DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 3

Sumber Dana Perimbangan Desa berasal dari bantuan Pemerintah

Caerah yang meliputi ;

8. Begian darl Penerimaan Pajak dan Retribusl Daersh tertentu,
paling sedikit 10 % (sepuluh prosen) ;

b. Bagian darl dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Daerah, paling tinggi 2,5% (dua setengah prosen).



BAB IV
PENGATURAN PEMBAGIAN DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 4

(1) Bagian Dess yang berasal dari bantuan Pemerintsh Daerah
sebagasimana dimaksud dalem Pasal 2 tarbagi dalam 2 bagian
yaitu

a. Dana Perimbangan yang diberikar kepada semua Desa secara
rata-rata, sebesar 30% (Jima puluh prosen)

b. Dana Perimbangan yang diberikan kepada Desa dan dibagikan
secara proposicnal, sebesar S0% (lima puluh prosen),

(2) Dana Perimbangan yang diberlican kopada Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur pambaglannya dengan
memperiimbangian :

A, Luas wilayah Dasa :

b. Jumlah Penduduk Desa ;

¢. Jumlah Kepsla Keluarga ;

d. Realisasi PBB desa satu tahun sebalumnya.

() Pelaksanaan ketantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur kemudian dengan keputusan Bupati.
BABVY
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA PERIMBANGAN DESA

Baglan Partama
Pengelolaan Dana Perimbangan Desa

Pasal 5

(1) Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan Desa dikelcla malaiul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan
sepenuhnya untuk menvelenggarakan kegiaten pamarintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

(2) Pengelolaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Pemerintah
Desa.

Bagian Fedua
Fengawasan Pengeloiaan Dana Parimbangan Desa

Pasgl 5

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Perimbangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam passl 5 dilakukan oleh Badan
Perwakilan Desa, Camat dan atau lembaga pengawasan
fungsional.



(2)Hasii pengawasan sebagaimana dimaksud dalan eyst {1)
disampeilan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaldanjuti sesuai
dengan ketentuan yang berfaku,

BAB W
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Deerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut cleh Bupali.

Pasal 8
Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supayn semua orang dapat mengetahuirya, memerintahkan

perundangan Peraturan Daerah inl dengan penempetennya dalam
Lembaran Daerah.

Ditstapkan di Japara
pada tanggal 2 Juli 2001

BUPATI JEPARA

JlIne

Drs. SOENARTO

Diundangican di Jepara
pada tanggal ¢ Jul 20

SEKRETARIS

Drs. HENDRO MARTOJD
Pembina Tk. !
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEM JEPARA TAHUN 2001 NOMOR |/



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARM PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA

PENJELASAN URMUNM.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempal berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat sstempat yang diakui dalam sistem Penerintahan Nasional dan berada di
dasrah Kabupatan.

Uniuk menyalanggarakan kepentingan masyarakat setempat berupa
keglatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatzn maka disamping
desa memilikl sumber pendapatan berupa pendapatan asli dasa, sasual dengan
Undang-undang Momor 25 Tahun 1988 dan Undang-undang Momor 34 Tahun
2000, Desa juga berhak mendapatkan dana perimbangan yang sumbernya
berasal dari bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu dan
dana perimbangan keuangan antara Pusat dan Dmerzh yang diterima oleh
Pamerintah Daerah .

Pangaturan mengenal dana perimbangan desa dimaksudkan untuk
mengarahkan agar Pemerintah Desa lebih berdaysguna dan barhasliguna dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak
terpisahkan dari jalannya roda pemerintahan itu sendin.

Untuk menindakianjull pengaluran dana perimbangan desa tersebut
diastas, maks salah satu hal yang harus dileksanakan oleh Daerah adalah
menetapkan Peraturan Deerah tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Kabuoaten dan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 2 ; Cukup jelas

Pasal 3 huruf a . Yang dimaksud dengan bagian dari penerimaan Pajak
dan Retribusl tertentu adalah Ponerimaan Pajak dan
Refibusi Daerah setelah dikurangi penerimaan dari
Retribusi Rumah Sakit Umum.

Hurufi b . Baglan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah adalah dariDana Alokasi Unwm (DAU).

Pasal 4 ayat (1)



Huruf b
Pasal 4 ayat (2)

Ayat 3

Pasal 5s/d B

: Yang dimeksud dengan Dana Perimbangan Desa yang

diberikan secara rata-rata kepada semua Desa adalah
dalem bantuk Dana Pembangunan Desa (DPD).

: Cukup jelas.
: Pengaturan pembagian Dana Parimbangan Desa

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagail beriiut :

a. Luas wilgyah desa =
Luas wilayah desa sekabupaten

Jumiah penduduk desa =
Jumiah penduduk desa se kabupaten

¢ Jumigh KK miskin desa =
Jumlzh KK Miskin Desa se Kabupaten

HanhmmPEE Daaa sal{abupatan hhun subu-h.lmrryu
Score Desa adalah ; Penjumbahan g+breid
4

Jumiah penerimaan dana perimbangan desa adaiah
score Desa X jumilah alokasi dana se Kabupaten.

. Termasuk dapat diatur cieh Bupeti adalah penetapan

jumiah minimal dana perimbangan desa

: Cukup jelas.



